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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Dari uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam kegiatan penyidikan guna mengungkap suatu tindak pidana, sidik 

jari sangat berperan penting, karena setelah diperiksa oleh ahli sidik jari 

maka akan menjadi sarana untuk identifikasi yang sangat berharga dalam 

proses pencarian tersangka yang belum ada atau mencocokan dengan 

tersangka yang sudah ada sebelumnya. Dalam proses penyidikan yang 

dituangkan dalam bentuk surat berupa BAP maupun berupa keterangan 

ahli (expert testimony), memiliki peran penting dalam mengungkap tindak 

pidana pencurian disertai kekerasan maupun tindak pidana lainnya. Sesuai 

dengan pasal 183 KUHAP, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada 

seseorang apabila memiliki dua alat bukti yang sah, maka bukti sidik jari 

ini akan berguna untuk menambah keyakinan hakim di pengadilan.  

2. Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah 

TKP guna mengumpulkan sidik jari untuk penyidikan selanjutnya. 

Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur 

penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai 

pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau 
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bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan 

bukti.Kesadaran masyarakat juga mempengaruhi proses pengambilan sidik 

jari di TKP, karena biasanya masyarakat sering berbondong-bondong ke 

TKP sehingga dapat merusak keaslian dari tempat kejadian perkara 

tersebut dan menghilangkan bukti-bukti yang tertinggal. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan adalah sebagai 

berikut :  

1. Mengingat sifat-sifat sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran 

hingga kematian, maka akan lebih baik pengambilan sidik jari warga 

negara Indonesia diambil sedini mungkin. 

2. Pentingnya peranan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian 

disertai kekerasan maupun tindak pidana lainnya, maka saran penulis 

untuk segera disahkannya RUU daktiloskopi yang mengatur khusus 

tentang daktiloskopi. Penulis juga menyarankan agar segera mensukseskan 

program INAFIS yang diusulkan oleh pihak kepolisian, guna 

mempermudah dalam pengambilan data sidik jari warga negara Indonesia. 

3. Penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keaslian suatu 

tempat kejadian perkara juga sangat penting untuk menanamkan kesadaran 

masyarakat untuk tidak merusak sebuah TKP yang dapat menimbulkan 

hilangnya bukti-bukti guna mempermudah penyidikan lebih lanjut. 
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